Abstrak

Taufiq Alamsyah : Kritik Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja dalam Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-
Hak Ketenagakerjaan.

Sistem pengaturan pengupahan yang adil bagi pekerja/karyawan sesuai syariat bukanlah
perkara mudah. Dalam “Al-Ahkam al-Sulthaniyyah” Mawardi berpendapat bahwa dasar
penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup, yaitu gaji dan upah pekerja dapat memenuhi
kebutuhan minimum. Pengaturan upah pada perusahaan berbeda-beda tergantung kebijakan dari
pengaturan Perusahaan dengan mempertimbangkan ekonomi daerah atau inflasi, produktivitas,
dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Penetapan UMK di Jawa Barat menjadi kewenangan
gubernur, berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota. Jumlah tenaga kerja yang sedang
mencari lowongan pekerja sangat banyak sekali, sedangkan jumlah lowongan pekerjaan di
lapangan kerja sangat sedikit sehingga membuat para tenaga kerja menerima apapun pekerjaan
yang ada dan menerima berapa pun upah yang diterima. Kesenjangan antara kepentingan buruh
dan upah yang diberikan kepadanya, serta kepentingan pengusaha dengan target keuntungannya
dalam berproduksi, sering menjadi pemicu terjadinya permasalahan perburuhan yang sering
diakhiri dengan mogok kerja. Padahal, dalam Islam hubungan antara majikan dan buruh
diletakkan pada dasar kemanusiaan yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menilai konsistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Cipta Kerja dengan pelaksanaanya, 2) mengetahui ambiguitas dalam Pelaksanaan
Upah kepada Pekerja antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perjanjian Kerja, 3)
menganalisis Implikasi Hukum terhadap pengaturan hak upah kerja di Indonesia, 4) memberikan
kontribusi Hukum Islam terhadap Peningkatan Kesejahteraan para Pekerja yang ditetapkan dalam
sistem Hukum di Indonesia.

Penerapan sistem pengupahan tenaga kerja harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan
dan keseimbangan. Upah yang diberikan harus memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup
pekerja dan keluarganya, serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi tenaga kerja.
Maka dari itu, tidak boleh ada satu pihak yang mendzalimi atau merasa didzalimi oleh salah satu
pihak. Keduanya membutuhkan satu sama lain dan harus ada rasa saling menguntungkan di antara
mereka.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Melalui pendekatan yuridis normatif
dengan metode penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
dan analisis perundang-undangan dengan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama Kritik Hukum Islam terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja dipandang belum konsisten dengan prinsip keadilan sosial. Lebih
menitikberatkan pada efisiensi ekonomi dibandingkan dengan perlindungan hak pekerja dan
keadilan sosial. Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh
sebagai bagian dari maqashid syariah (tujuan syariat) yang meliputi penjagaan jiwa, harta, dan
martabat manusia. Kedua, Ambiguitas dalam pelaksanaan upah pekerja terjadi karena perbedaan
aturan dan interpretasi hukum antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Perjanjian Kerja. Undang-
Undang Cipta Kerja menetapkan UMP dan UMK, namun mengizinkan pengusaha kecil/mikro
membayar upah di bawah minimum berdasarkan kesepakatan. Ketiga, Implikasinya terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengubah aturan
upah minimum dan mekanisme pengupahan yang mempengaruhi buruh dan pengusaha, sehingga
diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk memastikan harmonisasi

kepentingan ekonomi, sosial, dan hukum demi kesejahteraan bersama. Keempat, Islam



berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui prinsip keadilan dan
perlindungan hak dan kewajiban.

Abstract

Taufiq Alamsyah: Islamic Law Criticism of the Labor Wage System in Law Number 6 of
2023 concerning Job Creation and its Implications for the Protection of Employment Right.

A fair wage setting system for workers / employees according to Sharia is not an
easy matter. In “Al-Ahkam al-Sulthaniyyah” Mawardi argues that the basis for determining
workers' wages is a sufficient standard, namely the salary and wages of workers can meet
minimum needs. Wage setting in companies varies depending on the policy of the
Company's management by considering the regional economy or inflation, productivity,
and the level of employment. The determination of MSEs in West Java is the authority of
the governor, based on the recommendation of the regent or mayor. The number of workers
who are looking for vacancies is very large, while the number of job vacancies in the
workforce is very small, making workers accept whatever work there is and accept
whatever wages are received. The gap between the interests of workers and the wages
given to them, as well as the interests of employers with their profit targets in production,
often triggers labor problems that often end with strikes. In fact, in Islam the relationship
between employers and laborers is placed on the same humanitarian basis.

This research aims to: 1) assess the consistency of Law Number 6 of 2023 on Job
Creation with its implementation, 2) identify ambiguities in the Implementation of Wages
to Workers between the Job Creation Law and Employment Agreements, 3) analyze the
Legal Implications on the regulation of wage rights in Indonesia, 4) report the contribution
of Islamic Law to the Improvement of Workers' Welfare as established in the Legal system
in Indonesia.

The implementation of the labor wage system must pay attention to the principles
of justice and balance. The wages given must be adequate to meet the needs of workers and
their families, as well as provide security and protection for labor. Therefore, there should
not be one party that oppresses or feels oppressed by one party. Both need each other and
there must be a sense of mutual benefit between them.

This type of research includes qualitative research. Through a normative juridical
approach with analytical descriptive research methods. Data collection using literature
study and analysis of legislation with interviews and documentation.

This research resulted in several findings. First, Islamic Law's criticism of the Job
Creation Law is seen as inconsistent with the principles of social justice. It focuses more
on economic efficiency compared to the protection of workers' rights and social justice.
Islamic law emphasizes the importance of protecting workers' rights as part of maqashid
sharia (the purpose of sharia) which includes safeguarding the soul, property, and human
dignity. Second, ambiguity in the implementation of workers' wages occurs due to
differences in rules and legal interpretations between the UUCK and the Work Agreement.
UUCK stipulates the UMP and UMK, but allows small/micro employers to pay wages
below the minimum based on agreement. Third, the implications of the Job Creation Law
and PP No. 36 of 2021 concerning Wages change the minimum wage rules and wage



mechanisms that affect workers and employers, so collaboration between the government,
workers, and employers is needed to ensure harmonization of economic, social, and legal
interests for mutual welfare. Fourth, Islam contributes significantly to improving workers'
welfare through the principles of justice and protection of rights and obligations.
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